
BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
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Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2972) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor  5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor  5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor  5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor  5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  5864);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja

Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6219);

31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1744);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan

pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Magetan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor

10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan  (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2011 Nomor 8);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 83);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 88);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  7 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan  Nomor 18);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  9  Tahun 2013

tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan  Nomor 35);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015

tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten
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Magetan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan  Nomor 48);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 64);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 76);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2017 Nomor 11);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
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c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan arus kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.828.792.472.409,96

b. Belanja dan Transfer Rp. 1.716.126.360.246,85

Surplus Rp. 112.666.112.163,11

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 186.718.201.090,00

- Pengeluaran Rp. 7.377.000.000,00

Surplus Rp. 179.341.201.090,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) Rp. 292.007.313.253,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pendapatan lebih

Rp.82.751.042.687,88 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.746.041.429.722,08

b. Realisasi Rp. 1.828.792.472.409,96

Lebih Rp. 82.751.042.687,88

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer kurang

Rp.205.704.030.958,23 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 1.921.830.391.205,08

b. Realisasi Rp. 1.716.126.360.246,85

Kurang Rp. 205.704.030.958,23
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(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.288.455.073.646,11 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit )

setelah perubahan (Rp. 175.788.961.483,00)

b. Realisasi Rp. 112.666.112.163,11

Selisih lebih/(kurang) Rp. 288.455.073.646,11

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

lebih Rp.3.429.239.607,00dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 183.288.961.483,00

b. Realisasi Rp. 186.718.201.090,00

Lebih Rp. 3.429.239.607,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

Kurang Rp.123.000.000,00dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 7.500.000.000,00

b. Realisasi Rp. 7.377.000.000,00

Kurang Rp. 123.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp.3.552.239.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 175.788.961.483,00

b. Realisasi Rp. 179.341.201.090,00

Selisih lebih Rp. 3.552.239.607,00

Pasal 4

Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 163.288.961.483,00

b. Penggunaan Saldo Anggaran Rp. 163.288.961.483,00

Lebih

Sisa Rp. ---

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 292.007.313.253,11

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp. ---

Tahun Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 292.007.313.253,11
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Pasal 5

Neraca  sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf cper 31

Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.047.654.642.691,95

b. Jumlah Kewajiban Rp. 9.861.709.149,74

c. Jumlah ekuitas Rp. 2.037.792.933.542,21

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf

d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional Rp. 1.818.744.632.503,93

b. Beban Operasional Rp. 1.678.849.461.704,28

c. Surplus / (Defisit) Operasi Rp. 139.895.170.799,65

d. Surplus/Defisit Kegiatan

Non Operasi Rp. (46.546.770.772,00)

e. Surplus/Defisit Kegiatan

Pos Luar Biasa Rp. 0,00

f. Surplus / (Defisit) Operasional Rp. 93.348.400.027,65

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun

2018 sebagai berikut :

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 163.288.961.483,00

b.  Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 307.610.223.851,52

c.  Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan (Rp. 194.944.111.688,41)

d.  Arus kas dari aktivitas

pendanaan Rp. 16.052.239.607,00

e.  Arus kas dari aktivitas non

anggaran Rp. 0,00

f.   Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2018 Rp. 292.007.313.253,11
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp.1.944.964.192.606,56

b. Surplus / Defisit - LO Rp. 93.348.400.027,65

c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp.

Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

- Koreksi Nilai Persediaan Rp. --

- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. --

- Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (519.659.092,00)

d. Ekuitas Akhir Rp.2.037.792.933.542,21

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintah

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan;



14

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Neraca;

d. lampiran IV : Laporan Operasional ;

e. Lampiran V : Laporan Arus Kas ;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan

Daerah ini;dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VII

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal  29 Juli 2019

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR:155-2/2019

OREG PERATURAN

ALA
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan

daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab

sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sebagai pelaksanaan

ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud berupa

laporan keuangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

Adapun Laporan keuangan dimaksud disusun dengan dilampiri

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 90


